
 

 

 

 

 

 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 84 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 79 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan efektivitas, dan 
efisiensi pelaksanaan penyusunan naskah dinas sebagai 
dokumen resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta 
untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, maka 
perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam 
penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal; 

b. bahwa agar pemanfaatan perkembangan teknologi informasi 
dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan tertib 
dan lancar, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 
2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai 
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan  Provinsi Jawa Tengah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589) sebagaimana telah  diubah  beberapa kali 
terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 
13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976  Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 18); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Perubahan  
Kedua   atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah;  

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 

Instansi Pemerintah 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik; 

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 432 Tahun 2014); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 79 Seri E No. 46); 
 

MEMUTUSKAN : 
 
MENETAPKAN  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 79 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 
Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
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Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 79 Seri E No. 46) 
diubah sebagai berikut : 

1. Diantara ketentuan angka 16 dan angka 17 Pasal 1 
disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni Pasal 16a, Pasal 16b, 

dan Pasal 16c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kendal. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten 
Kendal. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal. 

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat 

Daerah. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat 
Daerah dalam wilayah kerja kecamatan. 

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

14. Unit pelaksana teknis selanjutnya disingkat UPT adalah 
unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan 

untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. 

15. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis 
yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, 
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan 
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naskah dinas serta media yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan. 

16. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

16a. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam 
dalam media elektronik sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. 

16b. Naskah Dinas Eksternal adalah naskah dinas yang dibuat 
oleh Perangkat Daerah yang ditujukan untuk instansi lain 
di luar Pemerintah Daerah. 

16c. Naskah Dinas Internal adalah naskah dinas yang dibuat 
oleh suatu unit kerja yang ditujukan untuk unit kerja lain 
dalam Perangkat Daerah yang sama dan/atau Perangkat 

Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah. 

17. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan  tata 
letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo 
dan cap dinas. 

18. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu 

jabatan atau Perangkat Daerah. 

19. Kop naskah dinas  kop  surat  menunjukan  jabatan atau 

nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan 

dibagian atas kertas. 

20. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang 
menujukan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu 

yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah dinas. 

21. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu 
jabatan. 

22. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di 

bawahnya. 

23. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh 
atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas 

tertentu atas nama yang memberi mandat. 

24. Penandatanganan naskah dinas adalah hak,  kewajiban 
dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk 
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

kewenangan pada jabatannya. 

25. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- 

undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama kepala daerah. 

26. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat pengaturan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

27. Peraturan Bersama Bupati/Walikota adalah peraturan 

yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Walikota. 

28. Keputusan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, 

individual, dan final. 

29. Keputusan Bersama Bupati adalah naskah  dinas  dalam 
bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat 
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penetapan konkrit, individu dan final yang ditetapkan 

oleh dua atau lebih Kepala Daerah. 

30. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah naskah dinas 
dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat 

penetapan, individual konkrit, dan final. 

31. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan 
perintah dari bupati kepada bawahan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

32. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

33. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah  Peraturan yang 
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat 
mengatur. 

34. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

35. Keputusan Kepala Desa adalah naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat 
penetapan, individual, konkrit dan final yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa. 

36. Instruksi Kepala Desa adalah naskah dinas yang 
berisikan perintah dari kepala desa kepada bawahan 
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

37. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi 
pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara 
melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak. 

38. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi 
pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau 
saran dan sebagainya. 

39. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi 
pernyataan dari pejabat sebagai tanda bukti untuk 

menerangkan atau menjelaskan kebenaran  sesuatu hal. 

40. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang 
ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu. 

41. Surat izin adalah naskah  dinas  yang  berisi persetujuan 
terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

42. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi 
kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau  lebih 

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum 

yang telah disepakati bersama. 

43. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan 
yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah 
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

44. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari 
pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat 

tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

45. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang 
dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu dalam rangka kedinasan. 



7 

 

 

 

46. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat  yang 
berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang 
tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu 
acara kedinasan. 

47. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah 
dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan 

bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. 

48. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai 

untuk menghadap. 

49. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal 
berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari 
atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada 

atasan. 

50. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah 
dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada 

atasan. 

51. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 

52. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada 
atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat 

dan saran-saran secara sistematis. 

53. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 

54. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada 
atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban 

tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 

55. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi keterangan atau catatan tentang 
sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

kedinasan. 

56. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan 

jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 

57. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui 

telekomunikasi elektronik. 

58. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk 
mengundangkan peraturan daerah. 

59. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk 
menjamin keresmian dan keterkaiatan antara materi 

peraturan daerah dengan penjelasan. 

60. Berita daerah adalah naskah dinas untuk 

mengundangkan peraturan kepala daerah. 

61. Tambahan Berita Daerah adalah naskah dinas untuk 
menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara materi 

peraturan kepala daerah dengan penjelasan. 

62. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan 
atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. 

63. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan 
proses sidang atau rapat. 

64. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi catatan tertentu. 

65. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang 

yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 
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66. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau 

keteladanan yang telah diwujudkan. 

67. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat 

STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti 
seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 

68. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda 

bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 

69. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu 

naskah dinas. 

70. Pencabutan adalah  suatu  pernyataan  tidak berlakunya 
suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan 

tersebut. 

71. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah 

dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni 
huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 8 
 

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan : 

a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan 

terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan 
diagendakan oleh masing-masing unit  tata  usaha  dalam 
rangka pengendalian; 

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat  yang 
berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit 
tata usaha pada masing-masing satuan kerja Perangkat 

Daerah; 

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada  huruf  b, wajib 

segera dikirim; 

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha;dan 

e. pengaturan dan pemberian nomor seri pengamanan dan 
security printing wajib diberikan pada setiap lembar 

naskah dinas. 
 

3. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB baru 
yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB VIIIA 

NASKAH DINAS ELEKTRONIK 
 

Pasal 61A 
 

(1) Naskah dinas elektronik terdiri dari : 

a. Naskah Dinas Eksternal, yaitu : 

1. surat masuk; dan 

2. surat keluar. 

b. Naskah Dinas Internal, yaitu : 

a. surat masuk; dan 

b. surat keluar. 

c. Naskah Dinas elektronik lainnya. 
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(2) Naskah dinas elektronik lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal naskah dinas elektronik lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, maka Perangkat 
Daerah dapat mengatur bentuk dan susunan naskah 
dinas elektronik sendiri sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 

Pasal 61B 
 

Bentuk dan susunan naskah dinas yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis  
terhadap naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61A ayat (1) huruf a dan huruf b. 
 

Pasal 61C 
 

(1) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan naskah 
dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, 
Sekretaris Daerah menyusun petunjuk teknis 
penggunaan naskah dinas elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam menyusun petunjuk teknis penggunaan dan 

pengelolaan naskah dinas elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah  dibantu oleh 
Tim Penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 31 Desember 2019 

 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 
 
Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 31 Desember 2019  
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 85 

 


